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Fenomena :

Mengawali awal bulan September 2023, pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan pemberlakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Penyesuaian harga empat jenis BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 1 September 2023 ini berbeda-beda di setiap wilayah Untuk wilayah Lampung, harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp 12.800/liter kini menjadi Rp 13.600/liter. Kemudian, Pertamax Turbo naik dari Rp 14.750/liter menjadi Rp 16.250/liter. Lalu, harga BBM Dexlite naik dari Rp 14.250/liter menjadi Rp 16.700/liter. Sedangkan harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp 14.650/liter kini menjadi Rp 17.250/liter. Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi masih tetap sama atau tidak mengalami perubahan.

Analisis terhadap Fenomena Kebijakan Pemerintah mengenai Kenaikan Harga BBM dengan Pardigma Political System Theory :

Jika kita mengalisis mengenai kebijakan kenaikan harga tersebut dari sisi kebijakan publik menurut James E.Anderson (1979) mengemukakan adanya political systems theory dalam proses pembuatan kebijakan (decision making process). Kebijakan publik dalam teori ini digambarkan sebagai suatu respon dari sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang muncul dari lingkungan di mana sistem tersebut berada. Tuntutan ataupun dukungan yang timbul dari lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan- tuntutan yang dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.
Input ke dalam sistem politik berasal dari lingkungan (environment) yang terdiri dari tuntutan (demands) dan dukungan (support). Environment terbagi atas the infra societal environment - yang terdiri dari ecological system, biological system, personality systems dan social systems - dan the extra societal environment - yang terdiri dari international political systems, international ecological systems dan international social systems. Sistem-sistem tersebut memberikan pengaruh pada input, sehingga input yang terjadi dapat berupa demand ataupun support. Demand merupakan klaim yang dibuat oleh individu maupun kelompok yang menginginkan suatu tindakan dari sistem politik untuk memuaskan kepentingan mereka. Support merupakan dukungan yang diberikan dari individu atau kelompok, yang diwujudkan antara lain dalam kemauan membayar pajak, mematuhi peraturan dan penerimaan terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh sistem politik. Input sekaligus memberikan legitimasi pada sistem politik untuk memproses suatu kebijakan sesuai dengan tuntutan maupun dukungan dari masyarakat, sehingga sistem politik akan menghasilkan output yang berwujud kebijakan publik (public policy). Konsep feedback mengindikasikan terjadinya umpan balik pada kebijakan (atau output), sehingga output kebijakan dapat menghasilkan tuntutan baru yang akan mengarahkan pada output kebijakan berikutnya, demikian seterusnya. 
Paradigma political system theory dalam kebijakan kenaikan harga BBM dapat menggambarkan bagaimana proses kebijakan itu berjalan. Kebijakan ini diproses melalui sistem politik, namun kelihatan terlepas dari inputnya. Input yang diterima oleh sistem merupakan input yang berasal dari lingkungan internal pemerintah dan input dari lingkungan eksternal pemerintah yang berasal dari dunia internasional yaitu mekanisme pasar dunia.  Input proses pembuatan kebijakan kenaikan harga tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat berperan pasif dalam proses pembuatan kebijakan ini. Apabila output kebijakan yang dihasilkan sistem politik merupakan realisasi inputs yang berupa demands dan supports, menandakan bahwa dalam proses sistem politik terdapat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun konsepsi ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam kebijakan kenaikan harga bbm, pemerintahlah yang menilai bahwa support masyarakat terhadap kenaikan harga bbm pada tahun 2023 merupakan inputs yang sangat memadai untuk mengolah suatu keputusan menjadi kebijakan lanjutan. Masyarakat tersingkirkan dari sistem pembuatan kebijakan, yang nantinya akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan kenaikan harga BBM bahkan melepas harga BBM ke mekanisme pasar dunia dengan mengurangi subsidi BBM dan melakukan penyesuaian harga BBM.
Hal ini selarasan dengan konsep yang ditawarkan oleh Paine dan Naumes (1974) dengan merujuk pendekatan sistem dari Easton adalah model pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamis antara para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (outputs dan inputs). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. 
Kebijakan kenaikan harga BBM tidak melibatkan interaksi dengan masyarakat. Kepentingan institusi dan kelompok dalam sistem politik turut mewarnai hasil dari proses interaksi yang terjadi. Masyarakat tidak menjadi bagian integral dari proses politik yang mana outputnya akan mempunyai dampak terhadap mereka secara langsung. Masyarakat tercerabut dari sistem pembuatan kebijakan. Oleh karena itu sebagai bagian dari model sistem pembuatan kebijakan, proses input tidak terintegrasi dalam sistem yang terdiri - disederhanakan- dari input, proses dan output disertai dengan feedback untuk kembali menghasilkan input dan seterusnya. 
Proses yang terjadi adalah tidak sesuai dengan model sistem. Elemen yang digunakan hanyalah pada proses dan output, sedangkan input dan feedback tidak terintegrasi dalam sistem. Oleh karena itu kebijakan kenaikan BBM merupakan suatu kebijakan yang menerapkan model sistem yang tidak terintegrasi (disintegrate system model).
Terdapat fakta bahwa kenaikan BBM relevan dilakukan karena selama ini subsidi lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dibandingkan masyarakat kurang mampu. Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena 80% yang menikmati subsidi adalah golongan mampu, sisanya 20% dinikmati masyarakat tidak mampu. Dana subsisdi BBM tersebut akan dikompensasi dalam beberapa bentuk instrumen (bantalan sosial) antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebanyak Rp12,40 Triliun, bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memiliki upah maksimal Rp3,5 juta sebanyak Rp60 triliun, dan dukungan Pemda dari DTU (Dana Transfer Umum) sebanyak Rp2,17 Triliun. Dana subsidi juga digunakan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia. Sesuai data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran PC-PEN (Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sampai Semester I 2022 mencapai Rp124,5 triliun dari target Rp455,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk kesehatan sebesar Rp29,4 triliun, perlindungan masyarakat Rp60,2 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp34,9 triliun.
Permasalahannya adalah masyarakat bukanlah merupakan economic man saja melainkan seperti yang dikemukakan oleh Alberto Gueriero Ramos bahwa masyarakat hidup dalam kondisi yang multidimensional. Kondisi sosial dan psikologis masyarakat, nilai-nilai, preferensi serta pilihan publik sangat patut dipertimbangkan dalam proses formulasi kebijakan publik. Rasionalisasi ekonomi seringkali tidak bisa diterima dalam konteks sosial kemasyarakatan, akibat kondisi-kondisi kontekstual masyarakat yang bergerak pada arah melemahnya legitimasi terhadap pemerintahan akibat kinerja yang tidaklah terlalu memuaskan, Inilah yang oleh Parson disebut sebagai pendekatan pembelajaran sosial (social learning approach). Ada maupun tidak ada kebijakan baru dari pemerintah tentang kenaikan harga BBM, yang terpenting adalah bukti nyata dari adanya peningkatan kehidupan masyarakat, adanya fakta bahwa masyarakat miskin berkurang, adanya fakta bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme segera diberantas, dan terutama adanya rasa keadilan dan penegakan nilai-nilai demokrasi dalam setiap proses formulasi kebijakan publik. Sehingga perubahan kebijakan yang terjadi (policy change) dapat memberikan cerminan terhadap keberadaan partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, terdapat dialog terbuka antara pemerintah dengan publiknya, interaksi yang dinamis antara pemerintah dengan lingkungannya, dan memberikan ruang terbuka pada umpan balik (feed back) setiap kebijakan ataupun kebijakan susulan yang ditujukan kepada masyarakat. Proses pembelajaran yang ditujukan pada pemerintah (organizational learning) merupakan suatu lini terbuka terhadap proses formulasi kebijakan publik. Proses formulasi kebijakan publik tidaklah bersifat hampa nilai (value free) ataupun bersifat economic value saja melainkan sarat akan nilai (value loaden), yaitu nilai-nilai yang merupakan preferensi dan representasi dari nilai-nilai yang dikehendaki oleh publik. 
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